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Abstract: This study examines the legal basis and the limits of authority of the Civil Service 

Police Unit (Satpol PP) in carrying out enforcement actions against unlicensed business 

activities in Batam City. The study employs a normative-empirical legal method with a 

descriptive-analytical qualitative design. Normative data were obtained through the 

examination of laws and regulations, policy documents, and other relevant legal materials, 

while empirical data were collected through in-depth interviews, non-participant observation, 

and field document analysis at the Batam City Satpol PP. The research involved 12 informants, 

including institutional leaders, structural officials, civil servant investigators, field personnel, 

territorial officials, technical agency representatives, police representatives, and community 

members. The findings show that enforcement actions are generally preceded by administrative 

verification of business legality, followed by oral warnings, written notices, follow-up 

monitoring, and in certain cases temporary suspension of business activities. The study also 

reveals that enforcement is not carried out unilaterally, but depends heavily on coordination 

with subdistrict offices, village offices, technical agencies, and the police. The main constraints 

include unsynchronized administrative data, limited legal awareness among business actors, 

limited personnel, and social resistance. The study concludes that the legality of Satpol PP 

enforcement actions is determined by compliance with the principle of legality, the application 

of proportionality, and the quality of the supporting administrative documentation. 
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan yuridis dan batas kewenangan Satuan 

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan penertiban terhadap aktivitas usaha tanpa 

izin di wilayah Kota Batam. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan 

desain kualitatif deskriptif-analitis. Data normatif diperoleh melalui telaah peraturan 

perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan bahan hukum lain yang relevan, sedangkan data 

empiris dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi nonpartisipatif, dan studi 

dokumen lapangan di Satpol PP Kota Batam. Informan penelitian berjumlah 12 orang yang 
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terdiri atas unsur pimpinan, pejabat struktural, PPNS, personel lapangan, aparat wilayah, unsur 

dinas teknis, unsur kepolisian, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan 

penertiban pada praktiknya diawali dengan verifikasi administratif terhadap status legal usaha, 

lalu dilanjutkan melalui teguran lisan, surat peringatan, pemantauan ulang, dan dalam kasus 

tertentu penghentian sementara kegiatan usaha. Temuan juga memperlihatkan bahwa 

penertiban tidak dilaksanakan secara sepihak, tetapi bergantung pada koordinasi dengan 

kecamatan, kelurahan, dinas teknis dan kepolisian. Hambatan utama yang ditemukan meliputi 

ketidaksinkronan data administratif, rendahnya pemahaman hukum pelaku usaha, keterbatasan 

personel, dan resistensi sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa keabsahan tindakan 

penertiban Satpol PP ditentukan oleh kesesuaian asas legalitas, penerapan proporsionalitas, dan 

kualitas dokumentasi administratif yang menopangnya. 

 

Kata Kunci: Satpol PP, Upaya Preventif, Penertiban Administratif, Asas Legalitas. 

 

 

PENDAHULUAN 

Perizinan usaha merupakan instrumen hukum yang menata hubungan antara kebebasan 

berusaha, pengawasan negara, perlindungan kepentingan umum dan kepastian hukum bagi 

pelaku ekonomi. Dalam konteks pemerintahan daerah, izin tidak hanya berfungsi sebagai 

syarat administratif untuk memulai usaha, tetapi perangkat pengendalian agar aktivitas 

ekonomi berjalan selaras dengan tata ruang, ketertiban lingkungan, keselamatan publik dan 

kepentingan masyarakat sekitar. Karena itu, ketika suatu usaha beroperasi tanpa izin, persoalan 

yang timbul tidak berhenti pada pelanggaran administratif, tetapi berpotensi mengganggu tertib 

usaha dan mereduksi kemampuan pemerintah daerah untuk menjamin keteraturan ruang 

ekonomi lokal. Kajian OSS-RBA menunjukkan reformasi perizinan diarahkan untuk 

mempercepat pelayanan, tetapi efektivitasnya tetap ditentukan oleh kualitas implementasi dan 

kepatuhan di tingkat lapangan (Adel Wella et al., 2025; Zahara et al., 2023). 

Reformasi sistem perizinan melalui Online Single Submission Risk-Based Approach 

membawa perubahan penting pada tata kelola perizinan berusaha di Indonesia. 

Penyederhanaan prosedur, digitalisasi layanan dan klasifikasi berbasis risiko dimaksudkan 

untuk memangkas hambatan birokrasi dan memperluas kepastian bagi pelaku usaha. Dalam 

praktiknya, ditemukan kesenjangan normatif sistem perizinan dengan kesiapan pelaku usaha, 

kapasitas aparatur dan sinkronisasi antarinstansi di daerah. Akibatnya, usaha tanpa izin tetap 

muncul, baik karena kurangnya pemahaman kewajiban hukum dan lemahnya pengawasan. 

Situasi ini menunjukkan modernisasi perizinan tidak hanya menuntut efisiensi pelayanan, 

tetapi penguatan instrumen penegakan di tingkat daerah (Wicaksono et al., 2026; Zahara et al., 

2023). 

Pada titik tindakan penertiban memperoleh relevansinya, pemerintah daerah tidak cukup 

menyediakan mekanisme perizinan, tetapi memastikan kegiatan usaha yang berlangsung di 

wilayahnya tunduk pada ketentuan yang berlaku. Persoalannya, tindakan penertiban terhadap 

usaha tanpa izin tidak dapat dipahami sekadar sebagai ekspresi ketegasan aparat. Penertiban 

adalah tindakan pemerintahan yang menyentuh langsung hak dan kepentingan warga, terutama 

ketika objek yang ditindak berkaitan dengan penghidupan, ruang usaha, atau aktivitas ekonomi 

yang sudah berjalan. Karena itu, penertiban sebagai tindakan hukum administrasi yang 

memerlukan dasar kewenangan yang jelas, prosedur yang sah dan pembatasan yang tegas 

terhadap ruang diskresi aparat. Literatur tentang kualitas governance dan kepatuhan hukum 

menegaskan bahwa kepatuhan pelaku usaha berkaitan erat dengan kepastian hukum dan 

kualitas tata kelola pemerintah (Berkel et al., 2022; Cantarelli et al., 2023). 

Dalam struktur pemerintahan daerah, Satpol PP memegang posisi strategis sebagai 

pelaksana penegakan, penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta 
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pelindung masyarakat. Namun, peran tersebut tidak identik dengan kewenangan yang tanpa 

batas. Satpol PP bukan lembaga pemberi izin usaha, melainkan aparat penegak Perda yang 

bertindak ketika terdapat pelanggaran terhadap norma daerah. Dengan demikian, ketika Satpol 

PP melakukan penertiban terhadap aktivitas usaha tanpa izin, pertanyaan hukum yang muncul 

bukan hanya apakah ada pelanggaran, tetapi apakah bentuk tindakan yang diambil memang 

berada dalam lingkup kewenangannya. Penelitian tentang Satpol PP di Sukabumi dan kajian 

tentang reposisi Satpol PP di Indonesia sama-sama menunjukkan bahwa legitimasi 

kelembagaan Satpol PP sangat bergantung pada kejelasan mandat dan kualitas penggunaan 

kewenangan di lapangan (Junaedi, 2022; Simanjuntak & Pratama, 2025) 

Asas legalitas menjadi parameter pertama untuk menguji keabsahan tindakan penertiban. 

Dalam hukum administrasi, tindakan berlandaskan kewenangan yang diberikan oleh peraturan 

perundang-undangan; artinya, penutupan usaha, penghentian operasional, penyegelan, 

pembongkaran atau bentuk pembatasan lain tidak dapat dibenarkan hanya atas dasar kebutuhan 

menjaga ketertiban, tetapi bertumpu pada norma yang secara eksplisit atau implisit memberi 

ruang bagi tindakan tersebut. 

Kajian mengenai validitas pengaturan sanksi dalam Peraturan Daerah menegaskan 

bahwa sanksi administratif hanya sah bila dibentuk dan diterapkan sesuai hierarki hukum dan 

pembagian kewenangan yang berlaku. Pada saat yang sama, studi tentang penegakan regulator 

memperlihatkan bahwa bentuk intervensi aparat memengaruhi tingkat kepercayaan warga 

terhadap lembaga penegak (Astariyani et al., 2024; Grimmelikhuijsen et al., 2025). Dengan 

demikian, legalitas tindakan penertiban harus diuji secara normatif maupun institusional. 

Selain legalitas, prinsip proporsionalitas ditempatkan sebagai ukuran kedua dalam 

menilai tindakan penertiban. Prinsip ini menuntut agar tindakan pemerintah tidak berlebihan 

dibanding tujuan yang hendak dicapai dan tetap memberi ruang bagi perbaikan administratif 

bila hal itu masih dimungkinkan. Dalam kasus usaha tanpa izin, proporsionalitas menjadi 

penting karena objek yang ditindak sering kali merupakan unit usaha kecil, usaha informal, 

atau kegiatan ekonomi yang terkait langsung dengan nafkah keluarga.  

Karena itu, penertiban yang terlalu keras, dilakukan tanpa tahapan atau tidak 

membedakan bobot pelanggaran berpotensi menimbulkan ketidakadilan administratif. Kajian 

legitimasi penegakan menunjukkan bahwa penerimaan terhadap tindakan otoritas sangat 

dipengaruhi oleh kewajaran prosedur, sedangkan studi ruang publik dan usaha informal di 

Indonesia menegaskan intervensi negara di ruang ekonomi selalu berhadapan dengan 

keberlanjutan penghidupan warga (Bradford, 2026; Widyawati et al., 2025). 

Dimensi prosedural juga menjadi sangat menentukan. Tindakan penertiban yang 

didahului verifikasi status izin, pemberian teguran, surat peringatan, kesempatan klarifikasi dan 

dokumentasi yang memadai menunjukkan pemerintah daerah bertindak dalam kerangka due 

process administratif. Sebaliknya, tindakan secara tiba-tiba, tanpa pemberitahuan, atau tanpa 

rekam administratif yang jelas akan mudah dipersoalkan, bahkan ketika pelanggaran materiil 

memang ada. Penelitian tentang pengawasan penertiban reklame oleh Satpol PP menunjukkan 

pentingnya tahapan pengawasan dan koordinasi dalam tindakan penertiban, sedangkan studi 

tentang records management menegaskan bahwa dokumentasi yang tertib merupakan fondasi 

akuntabilitas keputusan pemerintah (Lawan & Henttonen, 2025; Putri & Rahman, 2023). 

Persoalan dalam penertiban usaha tanpa izin bukan hanya menyangkut hasil akhir berupa tertib 

atau tidak tertibnya usaha, tetapi juga mutu prosedur yang mendasari intervensi pemerintah. 

Penertiban terhadap usaha tanpa izin juga tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan 

komunikasi administratif yang layak. Pemerintah daerah memang memiliki kewajiban menjaga 

ketertiban dan kepatuhan hukum, tetapi penegakan yang mengabaikan komunikasi berpotensi 

memunculkan persepsi kesewenang-wenangan dan memperbesar resistensi sosial. Dalam 

konteks usaha, komunikasi administratif penting untuk menjelaskan status hukum usaha, 
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kewajiban yang belum dipenuhi, risiko yang muncul, serta opsi koreksi yang tersedia sebelum 

langkah yang lebih keras diterapkan. 

Studi tentang mode partisipasi publik menunjukkan bahwa pola komunikasi antara 

pemerintah dan warga memengaruhi penerimaan terhadap tindakan pemerintah, sementara 

riset tentang targeted transparency memperlihatkan bahwa keterbukaan prosedur dapat 

memperkuat kepercayaan terhadap lembaga regulator (Dvir et al., 2024; Grimmelikhuijsen et 

al., 2024). Karena itu, analisis atas tindakan penertiban Satpol PP terhadap usaha tanpa izin 

perlu memasukkan dimensi komunikasi sebagai bagian dari pembacaan yuridis, bukan semata 

aspek sosial tambahan. 

Meskipun telah banyak penelitian mengenai Satpol PP, penegakan Perda, dan perizinan 

usaha, kajian yang secara khusus menghubungkan penertiban usaha tanpa izin dengan asas 

legalitas, proporsionalitas, dan batas kewenangan Satpol PP di tingkat daerah masih relatif 

terbatas. Penelitian yang ada cenderung membahas efektivitas penertiban atau reposisi Satpol 

PP secara umum, sementara analisis yang menguji apakah tindakan penertiban tersebut benar-

benar sah, terukur, dan sejalan dengan prinsip hukum administrasi belum banyak 

dikembangkan.  

Studi di Bandung dan Solok lebih menekankan efektivitas penegakan daripada validitas 

yuridis bentuk tindakan yang diambil aparat (Dewi et al., 2026; Rahmadanita & Nurrahman, 

2022). Bertolak dari celah tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis landasan 

yuridis dan batas kewenangan Satpol PP dalam menertibkan aktivitas usaha tanpa izin di Kota 

Batam, sekaligus menilai apakah tindakan tersebut dijalankan sesuai asas legalitas, 

proporsionalitas dan perlindungan kepentingan masyarakat. Ini relevan karena kualitas 

penggunaan informasi dan koordinasi kebijakan terbukti menentukan mutu keputusan 

administratif di lapangan (Campbell, 2023; Cantarelli et al., 2023). 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan desain kualitatif 

deskriptif-analitis. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah dasar kewenangan, ruang 

lingkup tindakan administratif dan batas hukum tindakan penertiban oleh Satuan Polisi 

Pamong Praja terhadap aktivitas usaha tanpa izin. Pendekatan empiris digunakan untuk menilai 

norma diterapkan dalam praktik, terutama pada tahap pengawasan, pemberian teguran, 

penghentian kegiatan dan koordinasi lapangan. Pemilihan metode didasarkan kebutuhan untuk 

memadukan pembacaan doktrinal terhadap hukum administrasi dengan analisis praktik 

kelembagaan di lapangan, sebagaimana lazim dalam penelitian hukum yang menggabungkan 

dimensi normatif dan empiris (Sukmawan & Damayanti, 2025; Wiraguna, 2024). 

Penelitian dilaksanakan di Kota Batam dengan lokus utama Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Batam. Lokus ini dipilih karena Batam memiliki dinamika usaha yang tinggi, termasuk 

usaha skala kecil, menengah dan informal, sehingga persoalan usaha tanpa izin memiliki 

relevansi yang kuat dari sisi hukum administrasi maupun praktik penegakan daerah. 

Pengamatan diarahkan pada tiga wilayah yang operasional sering menjadi ruang pengawasan 

dan penertiban, yaitu Kecamatan Batam Kota, Lubuk Baja dan Batu Aji. Penentuan lokus 

dilakukan secara purposif agar penelitian dapat menangkap variasi konteks sosial-ekonomi 

yang berbeda, sejalan dengan prinsip desain penelitian yang disesuaikan dengan karakter 

pertanyaan penelitian dan konteks lapangan yang hendak dijelaskan (Creswell, 2009). 

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum dan data lapangan. Bahan hukum primer 

meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan 

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, ketentuan tentang 

perizinan berusaha berbasis risiko, Peraturan Daerah Kota Batam yang berkaitan dengan 

ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan penyelenggaraan usaha, serta Peraturan Wali 

Kota Batam dan dokumen administratif lain yang relevan.  
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Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu 

tentang hukum administrasi, penegakan peraturan daerah dan kewenangan Satpol PP. Data 

lapangan diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi nonpartisipatif dan studi 

dokumen. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu pihak-pihak yang 

memiliki keterlibatan langsung dan pengetahuan memadai mengenai penertiban usaha tanpa 

izin. Jumlah informan ditetapkan 12 orang, terdiri atas unsur pimpinan Satpol PP, pejabat 

struktural, PPNS, personel lapangan, aparat wilayah, dinas teknis, unsur kepolisian, dan satu 

pelaku usaha atau tokoh masyarakat. Purposive sampling pada tepat karena informan dipilih 

berdasarkan relevansinya terhadap fokus masalah, bukan untuk generalisasi statistik 

(Sukmawan & Damayanti, 2025). 

Pengumpulan data dilaksanakan dalam periode Januari-Maret 2026. Wawancara semi-

terstruktur dengan fokus pada dasar hukum tindakan, tahapan penertiban, penggunaan surat 

peringatan, mekanisme koordinasi dan hambatan penanganan usaha tanpa izin. Observasi 

diarahkan pada lima kegiatan lapangan, yaitu patroli wilayah usaha, verifikasi lokasi usaha 

tanpa izin, penyampaian teguran administratif, penghentian sementara kegiatan usaha dan 

koordinasi aparat wilayah atau dinas teknis. Studi dokumen mencakup penelaahan surat 

peringatan, berita acara, laporan kegiatan, dan notulen koordinasi. Untuk menjaga kualitas 

instrumen dan arah penggalian data, panduan wawancara disusun secara terstruktur 

berdasarkan fokus masalah dan diuji keterbacaannya sebelum digunakan, mengikuti prinsip 

bahwa instrumen penelitian harus jelas, relevan dan konsisten dengan tujuan studi 

(Ranganathan et al., 2024). 

Analisis dilakukan melalui dua tahap. Pertama, bahan hukum dianalisis secara 

preskriptif-analitis untuk mengidentifikasi dasar kewenangan, bentuk tindakan yang 

dibenarkan, serta relevansi asas legalitas dan proporsionalitas dalam penertiban usaha tanpa 

izin. Kedua, data lapangan dianalisis melalui reduksi data, pengodean awal, kategorisasi 

tematik, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tema meliputi dasar hukum penertiban, 

bentuk tindakan Satpol PP, prosedur administratif, koordinasi antarlembaga, hambatan 

implementasi dan potensi persoalan hukum yang muncul dari tindakan penertiban.  

Kedua jenis data dianalisis dengan membandingkan norma hukum yang berlaku dengan 

praktik penertiban yang ditemukan di lapangan. Keabsahan dijaga melalui triangulasi sumber, 

triangulasi teknik dan konfirmasi terbatas kepada informan kunci. Pendekatan sejalan dengan 

panduan analisis tematik dan prinsip trustworthiness yang menekankan transparansi analisis, 

konsistensi kategorisasi dan verifikasi lintas sumber (Ahmed, 2024; Ahmed et al., 2025). 

 

HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian menunjukkan tindakan penertiban oleh Satpol PP Kota Batam terhadap 

aktivitas usaha tanpa izin pada dasarnya bertumpu pada pembacaan administratif atas status 

legalitas usaha. Dalam praktik lapangan, persoalan yang dihadapi aparat tidak sesederhana 

membedakan antara usaha berizin dan tidak berizin, melainkan lebih rinci apakah usaha 

tersebut tidak memiliki dokumen, memiliki dokumen yang tidak lengkap, atau menjalankan 

kegiatan yang tidak sesuai dengan legalitas yang dimiliki. Dengan demikian, tahap awal 

penanganan dimulai dari verifikasi administratif untuk memastikan kedudukan hukum usaha 

sebelum tindakan lebih lanjut dilakukan. Temuan ini menunjukkan objek penertiban di Kota 

Batam bukan semata-mata usaha ilegal dalam pengertian tunggal, tetapi unit usaha dengan 

status hukum yang beragam dan memerlukan penanganan yang berbeda. 

Berdasarkan observasi lapangan dan telaah dokumen, objek yang sering masuk dalam 

pengawasan adalah usaha kuliner, kios semi permanen, usaha jasa skala kecil, bengkel dan unit 

perdagangan yang memanfaatkan koridor jalan atau kawasan campuran. Dari 34 unit usaha 

yang diperiksa pada tiga wilayah penelitian, 12 unit berada di Kecamatan Batam Kota, 14 unit 

di Lubuk Baja, dan 8 unit di Batu Aji. Sebaran ini menunjukkan persoalan usaha tanpa izin 

https://siberpublisher.org/JPSN


https://siberpublisher.org/JPSN,                                                    Vol. 4, No. 3, Juli-September 2026  

614 | Page 

paling dominan ditemukan pada wilayah dengan mobilitas ekonomi tinggi dan tingkat 

perubahan aktivitas usaha yang cepat. Dari sisi status administratif, 10 unit usaha tidak 

memiliki dokumen izin sama sekali, 15 unit memiliki dokumen yang tidak lengkap atau tidak 

aktif dan 9 unit memiliki legalitas yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. 

Pola tersebut menegaskan tindakan penertiban bergantung pada ketepatan identifikasi status 

hukum usaha, karena perbedaan kategori pelanggaran akan menentukan bentuk tindak lanjut 

administratif yang diambil. Lihat Tabel 1 dan 2. 

 
Tabel 1. Sebaran Yang Diperiksa 

Wilayah Jumlah usaha Jenis dominan Status administratif dominan 

Batam 

Kota 
12 Kuliner, jasa, kios Dokumen tidak lengkap 

Lubuk 

Baja 
14 Perdagangan, kuliner, jasa 

Tidak memiliki izin atau izin tidak 

sesuai 

Batu Aji 8 
Bengkel, kios lingkungan, usaha 

campuran 
Legalitas belum diperbarui 

Total 34   

 
Tabel 2. Status Administratif Objek Usaha Yang Diperiksa 

Kategori status usaha Jumlah Makna administratif 

Tidak memiliki dokumen izin 10 Usaha tidak dapat menunjukkan legalitas formal 

Dokumen tidak lengkap/tidak aktif 15 Ada dokumen, tetapi belum memenuhi syarat 

Izin tidak sesuai dengan kegiatan usaha 9 
Legalitas ada, namun tidak mencerminkan aktivitas 

aktual 

Total 34  

 

Temuan memperlihatkan penertiban terhadap usaha tanpa izin di Batam pada tahap awal 

sesungguhnya merupakan proses klarifikasi hukum administratif. Satpol PP tidak serta-merta 

memosisikan seluruh objek yang diperiksa sebagai pelanggar yang harus langsung ditutup atau 

dihentikan, melainkan memastikan status yuridis melalui verifikasi informasi dengan aparatur 

wilayah dan instansi teknis. Dari sinilah terlihat tindakan penertiban bukan berdiri di atas 

asumsi, melainkan pada pembacaan administratif terhadap legalitas usaha sebagai dasar 

pembenaran tindakan. 

Setelah status administratif usaha diverifikasi, Satpol PP Kota Batam pada umumnya 

menerapkan tindakan secara bertahap. Tahap awal berupa teguran lisan pada saat pemeriksaan 

lapangan, berfungsi sebagai peringatan dini dan klarifikasi. Ketika pelaku usaha tidak 

menunjukkan tindak lanjut, langkah berikutnya adalah surat peringatan tertulis. Sesudah itu 

dilakukan pemantauan ulang untuk menilai apakah pelaku usaha telah melakukan penyesuaian 

administratif. Tindakan penertiban yang lebih tegas, seperti penghentian sementara kegiatan 

usaha, baru dilakukan ketika tahapan sebelumnya tidak direspons secara memadai. Dengan 

pola tersebut, penertiban di Kota Batam lebih tepat dipahami sebagai proses administratif 

berjenjang daripada tindakan lapangan yang bersifat spontan. 

Dari 34 unit usaha yang diperiksa, 28 unit menerima teguran lisan, 19 unit menerima 

surat peringatan tertulis, 13 unit masuk ke tahap pemantauan ulang dan 7 unit berujung pada 

penghentian sementara aktivitas usaha. Sementara itu, 9 unit usaha tidak dilanjutkan ke tahap 

penertiban karena pelaku usaha mulai mengurus atau menyesuaikan dokumen setelah 

pemeriksaan awal. Temuan ini menunjukkan penghentian usaha bukan bentuk tindakan yang 

paling dominan. Yang lebih sering dilakukan justru adalah penggunaan instrumen administratif 

secara bertahap untuk mendorong koreksi hukum oleh pelaku usaha. Lihat tabel 3 dan 4  
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Tabel 3. Tahapan Tindakan Implementasi Penertiban 

Tahapan tindakan Jumlah kasus Keterangan 

Teguran lisan 28 Diberikan saat pemeriksaan awal 

Surat peringatan tertulis 19 Diberikan setelah tidak ada tindak lanjut awal 

Pemantauan ulang 13 Menilai kepatuhan pasca peringatan 

Penghentian sementara 

kegiatan 
7 

Diterapkan pada usaha yang tidak menunjukkan iktikad 

perbaikan 

Penyesuaian 

administratif sukarela 
9 Pelaku usaha melengkapi atau menyesuaikan legalitas 

 
Tabel 4. Hambatan Implementasi Penertiban 

Hambatan Utama Bentuk Masalah Dampak Terhadap Tindakan 

Data administratif belum sinkron 
Verifikasi status usaha memerlukan 

waktu lebih lama 
Menunda penetapan tindakan 

Pemahaman hukum pelaku usaha 

rendah 

Menganggap usaha sudah cukup sah 

secara informal 

Kepatuhan administratif 

rendah 

Keterbatasan personel 
Tidak semua objek terpantau cepat 

dan merata 
Pengawasan tidak konsisten 

Resistensi sosial 
Penolakan terhadap tindakan 

penertiban 
Potensi ketegangan lapangan 

 

Pelaksanaannya, tindakan penertiban tidak dilepaskan dari koordinasi kelembagaan. 

Satpol PP berperan sebagai pelaksana tindakan di lapangan, tetapi validasi status usaha sangat 

bergantung pada keterangan dari kecamatan atau kelurahan, dinas teknis terkait perizinan atau 

penataan usaha dan dalam situasi tertentu unsur kepolisian. Kecamatan dan kelurahan berperan 

sebagai sumber informasi awal sekaligus mediator komunikasi dengan masyarakat; sedangkan 

aspek teknis berfungsi menegaskan status legalitas usaha dan menjelaskan ruang tindak lanjut 

administratif yang dapat ditempuh.  

Sementara itu, lebih banyak dilibatkan pada kasus yang berpotensi menimbulkan 

gangguan keamanan atau penolakan terbuka. Pola menunjukkan penertiban usaha bukan 

tindakan yang berdiri sendiri, melainkan administratif yang bersifat multisektoral. Meskipun 

demikian, hasil implementasi penertiban menghadapi sejumlah hambatan. Ketidaksinkronan 

data administratif menyebabkan verifikasi status usaha tidak selalu dapat dilakukan secara 

cepat. Di sisi lain, sebagian pelaku usaha masih menganggap surat keterangan informal atau 

persetujuan lingkungan sebagai dasar yang cukup untuk menjalankan usaha. Hambatan muncul 

dari keterbatasan pengawasan sehingga tidak semua objek usaha dapat dipantau secara intensif. 

Dalam beberapa kasus, resistensi sosial juga muncul ketika pelaku usaha memandang 

penertiban sebagai ancaman terhadap penghidupan mereka. Rangkaian hambatan tersebut 

menunjukkan bahwa tindakan penertiban terhadap usaha tanpa izin tidak hanya menyangkut 

persoalan kewenangan, tetapi juga menyangkut kapasitas kelembagaan, kualitas koordinasi 

dan efektivitas komunikasi administratif. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan dua hal penting. Pertama, tindakan 

Satpol PP Kota Batam terhadap usaha tanpa izin pada praktiknya dibangun di atas proses 

verifikasi administratif yang menentukan apakah suatu usaha benar-benar layak ditindak. 

Kedua, bentuk intervensi yang digunakan cenderung mengikuti pola bertahap, sehingga 

penghentian usaha bukan instrumen awal, melainkan bagian dari urutan tindakan yang diawali 

dengan koreksi administratif. Temuan inilah yang menjadi dasar untuk memasuki bagian 

Pembahasan, khususnya dalam menilai praktik asas legalitas, prinsip proporsionalitas dan batas 

kewenangan Satpol PP dalam hukum administrasi. 
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Hasil penelitian memperlihatkan tindakan penertiban terhadap usaha tanpa izin di Kota 

Batam pada praktiknya lebih tepat dipahami sebagai proses pengendalian administratif 

daripada tindakan lapangan yang berdiri sendiri. Titik tolaknya bukanlah penindakan fisik, 

melainkan verifikasi terhadap status legal usaha, yaitu membedakan antara usaha yang sama 

sekali tidak memiliki izin, usaha dengan dokumen yang tidak lengkap, dan usaha yang 

memiliki legalitas tetapi tidak sesuai dengan kegiatan yang dijalankan. Temuan ini penting 

karena menunjukkan inti persoalan hukum terletak pada ketepatan klasifikasi administratif, 

bukan semata pada ada atau tidak adanya aktivitas usaha.  

Dalam hukum administrasi, klasifikasi semacam ini menentukan dasar kewenangan, 

bentuk tindakan, dan kadar pembatasan yang dapat dibenarkan. Karena itu, verifikasi 

administratif tidak dapat dilihat sebagai tahap teknis belaka, tetapi sebagai prasyarat legal bagi 

sah atau tidaknya tindakan penertiban. Argumen ini selaras dengan temuan kualitas governance 

dan kepatuhan hukum sangat dipengaruhi oleh kepastian aturan dan kemampuan pemerintah 

menerapkan aturan tersebut secara dapat dipahami oleh subjek yang diatur (Edri-Peer & Cohen, 

2025; Hopkins & Kormos, 2026). 

Pola tindakan Satpol PP Kota Batam menunjukkan penggunaan mekanisme bertahap, 

mulai dari teguran lisan, surat peringatan, pemantauan ulang, hingga penghentian sementara 

kegiatan. Struktur tindakan semacam ini memiliki makna yuridis yang kuat karena 

mencerminkan penerapan prinsip proporsionalitas. Tindakan pemerintah tidak langsung 

bergerak ke bentuk pembatasan yang paling berat, tetapi dimulai dari instrumen korektif yang 

memberi ruang penyesuaian bagi pelaku usaha.  

Dari sudut hukum administrasi, pendekatan bertahap ini penting karena memperlihatkan 

bahwa kekuasaan penertiban tidak dijalankan secara absolut, melainkan diukur menurut bobot 

pelanggaran dan respons subjek hukum. Temuan ini memperkuat gagasan legitimasi 

penegakan dipengaruhi oleh tindakan otoritas yang dipandang masuk akal, berurutan dan 

memberi peluang koreksi sebelum intervensi yang lebih keras diterapkan. Karena itu, pola yang 

ditemukan dalam penelitian dibaca sebagai indikator tindakan Satpol PP bergerak di dalam 

koridor legalitas dan bukan semata logika koersif (Dari-Mattiacci et al., 2025; Fischman-Afori, 

2025). 

Keabsahan tindakan penertiban tidak hanya ditentukan oleh dasar normatif, tetapi 

arsitektur koordinasi antarlembaga yang menopang tindakan tersebut. Hasil penelitian 

memperlihatkan bahwa Satpol PP tidak bertindak sebagai lembaga yang secara mandiri 

menetapkan seluruh aspek legalitas usaha, melainkan bekerja berdasarkan pertukaran 

informasi dengan kecamatan, kelurahan, dinas teknis, dan pada kondisi tertentu unsur 

kepolisian. Fakta ini memperjelas bahwa batas kewenangan Satpol PP justru terlihat melalui 

keterikatannya pada informasi dan validasi administratif dari instansi lain. Literatur tentang 

birokrasi yang terhubung melalui pertukaran data bahkan menunjukkan keputusan publik 

semakin ditentukan oleh kualitas infrastruktur informasi dan hubungan antarunit, bukan hanya 

oleh diskresi satu aktor. Dalam konteks Batam, koordinasi bukan sekadar kebutuhan 

operasional, melainkan syarat agar penertiban tidak keluar dari batas kewenangan dan tetap 

terikat pada validitas administratif objek yang ditangani (Rizk & Lindgren, 2025; Widlak & 

Peeters, 2025). 

Hambatan penertiban terletak pada ketidaksinkronan data, perbedaan pemahaman pelaku 

usaha terhadap legalitas, keterbatasan personel dan resistensi sosial. Keempat hambatan 

tersebut memperlihatkan persoalan penertiban usaha tanpa izin bukan semata persoalan norma, 

melainkan persoalan kapasitas administrasi. Tetapi jika data legalitas tidak mutakhir, informasi 

lapangan tidak cepat terhubung dengan data instansi teknis dan tindak lanjut tidak konsisten, 

maka tindakan penertiban berisiko kehilangan presisi maupun legitimasi.  

Dalam situasi seperti ini, keputusan aparat di lapangan menjadi sangat dipengaruhi oleh 

cara mereka mengatasi tekanan kerja, keterbatasan informasi dan tuntutan untuk bertindak 
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cepat. Literatur street-level bureaucracy menunjukkan kondisi dan beban implementasi sangat 

memengaruhi cara aparatur menggunakan diskresi ketika berhadapan dengan warga. Hasil 

penelitian menegaskan legalitas penertiban tidak dapat dipisahkan dari kualitas organisasi yang 

memungkinkan legalitas itu dijalankan secara konsisten (Edri-Peer & Cohen, 2025, 2026). 

Dari keseluruhan temuan, disimpulkan tindakan penertiban Satpol PP terhadap usaha 

tanpa izin di Kota Batam pada dasarnya telah bergerak dalam format penegakan administratif 

yang berlapis, tetapi validitasnya tetap bergantung pada tiga hal: ketepatan verifikasi status 

usaha, keterukuran bentuk tindakan, dan kelengkapan dokumentasi administratif. Aspek 

yuridis bukan lagi sekadar apakah Satpol PP boleh menertibkan usaha tanpa izin, melainkan 

kondisi penertiban itu sah, kapan menjadi proporsional dan bagaimana batas tindakan itu 

dibuktikan. 

Dengan menghubungkan hasil empiris dan kerangka hukum administrasi, penelitian ini 

menunjukkan penertiban yang sah memerlukan prosedur yang dapat ditelusuri, alasan tindakan 

yang dapat dijelaskan, dan dokumentasi yang memungkinkan keputusan diuji kembali bila 

timbul keberatan atau sengketa. Literatur terbaru tentang recordkeeping dan penggunaan 

informasi menunjukkan kualitas dokumentasi dan informasi menentukan daya tahan keputusan 

ketika diuji secara hukum maupun institusional. Dengan demikian, legalitas tindakan Satpol 

PP bukan hanya tentang kewenangan, tetapi kewenangan dioperasionalkan melalui prosedur, 

koordinasi dan bukti administratif yang tertib (Hopkins & Kormos, 2026; Widlak & Peeters, 

2025). 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan tindakan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja 

terhadap aktivitas usaha tanpa izin di Kota Batam pada hakikatnya merupakan tindakan 

administrasi pemerintahan yang harus dinilai berdasarkan dasar kewenangan, prosedur dan 

pembatasan yang digunakan bukan semata-mata dari hasil fisik penertiban di lapangan. 

Temuan penelitian memperlihatkan persoalan utama tidak terletak hanya pada ada atau tidak 

adanya izin, tetapi pada ketepatan klasifikasi administratif terhadap status usaha, yaitu apakah 

usaha sama sekali tidak memiliki dokumen, memiliki dokumen yang tidak lengkap, atau 

memiliki legalitas yang tidak sesuai dengan kegiatan yang dijalankan. Dengan demikian, 

verifikasi administratif menjadi titik yang menentukan keabsahan tindakan, karena dari 

tahapan inilah Satpol PP memperoleh dasar untuk membedakan objek yang layak ditindak dari 

objek yang masih berada dalam ruang koreksi administratif. 

Praktik penertiban yang ditemukan di Kota Batam menunjukkan pola bertahap. Pola ini 

menegaskan Satpol PP pada praktiknya tidak serta-merta menggunakan intervensi yang paling 

berat sejak awal, tetapi mengedepankan tahapan koreksi administratif sebelum tindakan yang 

lebih membatasi dijalankan. Dari perspektif hukum administrasi, temuan penting karena 

menunjukkan adanya orientasi pada asas legalitas dan prinsip proporsionalitas. Legalitas 

tampak pada kebutuhan dasar kewenangan dan prosedur yang ditelusuri, sedangkan 

proporsionalitas tercermin pada penggunaan langkah bertahap yang menyesuaikan bobot 

pelanggaran serta respons pelaku usaha. Dengan demikian, penertiban terhadap usaha tanpa 

izin tidak dapat dibenarkan sebagai tindakan spontan yang hanya mengandalkan alasan 

ketertiban, tetapi harus dipandang sebagai keputusan administratif yang wajib didahului 

verifikasi, peringatan dan dokumentasi. 

Penelitian ini juga menunjukkan batas kewenangan Satpol PP menjadi lebih jelas ketika 

tindakan penertiban dibaca dalam hubungan dengan kecamatan, kelurahan, dinas teknis, dan 

unsur kepolisian. Satpol PP berperan sebagai pelaksana penegakan di lapangan, tetapi validasi 

status usaha, tindak lanjut administratif, dan pengamanan situasional tetap bergantung pada 

koordinasi antarlembaga. Pada saat yang sama, hambatan ketidaksinkronan data, rendahnya 

pemahaman hukum pelaku usaha, keterbatasan personel dan resistensi sosial memperlihatkan 
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bahwa keabsahan tindakan tidak hanya ditentukan oleh aturan yang tersedia, tetapi juga oleh 

kualitas kapasitas administrasi yang menopangnya.  

Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan penguatan penertiban usaha tanpa izin di 

Kota Batam perlu diarahkan pada tiga hal: penyempurnaan prosedur verifikasi administratif, 

penguatan koordinasi lintas sektor dan pembakuan dokumentasi serta tindak lanjut yang lebih 

konsisten. Dari sisi akademik, penelitian ini berkontribusi pada penguatan kajian hukum 

administrasi dengan menempatkan tindakan penertiban sebagai objek analisis legal yang 

konkret. Dari sisi praktis, hasilnya menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memastikan 

bahwa penertiban dilaksanakan secara sah, terukur dan tetap sejalan dengan perlindungan 

kepentingan umum serta iklim usaha yang berkeadilan. 
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